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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap 

Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

a. Menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum dan mencegah terjadi tindakan main 

hakim sendiri 

b. Mencari keterangan dan barang bukti terhadap tindak pidan main hakim 

sendiri 

c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan 

2. Kendala-Kendala Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap 

Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) 

a. Jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Lambu yang 

terbatas 

b. Adanya kekhawatiran yang dialami oleh personel Unit Satuan Reskrim 

Polisi Sektor Lambu didalam penegakan hukum terhadap kasus 

perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) terkendala karena adanya 

rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, karena kasus ini menyangkut 

orang banyak 

c. Kesulitan dalam memanggil saksi-saksi. 
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B. Saran 

1. Bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim 

sendiri (eigenrichting) dan meningkatkan kepercayaan kepada aparat 

penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. 

2. Bagi kepolisian agar bertindak cepat dalam menangkap pelaku tindak 

pidana yang meresahkan masyarakat. Kepolisian Sektor Lambu harus 

membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh 

masyarakat, Kepala Desa, pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan 

hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan 

kesadaran hukum yang lebih baik antara Kepolisian dengan masyarakat. 

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan 

perbuatan main hakim sendiri. 
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